BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN

DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR ¢/ TAHUN 2016
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
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BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

Undang-U
Keuangan Negara (Lembaran :Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara:
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028); *
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Peraturan Pemerinta

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaré
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun
2014,

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 04 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08
tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara,

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah

Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli
Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09

Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
Anggaran 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menetapkan

dan
BUPATI TAPANULI UTARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.



(1)

(2

Pasal 1 i b
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat : S N
Laporan realisasi anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan arus kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas laporan keuangan. '
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

mo Qo TP

0w

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

a.
b.
" c.

Pendapatan ......ccceeereresservncersrnoncans Rp1.117.190.183.201,86

BElanjal . c... corssonunspoursssnsnssonts cvsss sivs Rp1.003.602.378.997,12

TEANBICT . v xwennmue s vasiiinis s swssimms ¢ sasis Rp 93.584.696.015,00
Surplus/(Defisit) .....c.cccceeuueeee Rp 20.003.108.189,74

Pembiayaan : |

= PTIETIIABIL o vuvsussussnsiorsn ssxvespswown Rp110.786.681.166,27

= Pengeliaran sy sasessssnsasasnssea Rp 11.500.000.000,00
Pembiayaan Neto.................. Rp99.286.681.166,27

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut :

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 24.107.990.872,86 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan..........ccooveviiiiniinn, Rp1.093.082.192.329,00
b. Realisasi......ccccccevevriniiiiniiinnnnn, Rp1.117.190.183.201,86
Selisih lebih ....cccceeuvevenennne Rp 24.107.990.872,86

Selisih  anggaran dengan realisasi belanja  sejumlah
Rp. (126.729.880.524,15) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah

perubahan ...........cvveeveveeenns Rp1.130.332.259.521,27
b.  RealiSasi.......ccoceovivrrreerrnen, Rp1.003.602.378.997,12
Selisih kurang................ Rp(126.729.880.524,15)

Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp.179.553.260,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah

PETUDBNAN sosvsrisimsivons siven s suvnisis Rp93.764.249.275,00
b. Realisasi........ccoccoviinriinirninnnnn. Rp93.584.696.015,00
Selisth lebiR ;.iiiiisiiimainess Rp(179.553.260,00)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.151.017.424.657,01 dengan rincian sebagai berikut :




& ar setelah perubanat SeRp1S 1 o '
b. Realisasi surplus (defisit).......... Rp20.003.108.189,74

Selisih lebih c.ccceeeseececcennes .+, Rp151.017.424.657,01

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
‘ sejumlah Rp (31.768.845.851,00)‘ dengan rincian “‘sebagai

berikut:

a. Anggaran penerimaan ,_
pembiayaan setelah perubahan. Rp 142.555.527.017,27

b. RealiSaSi ..vvveieerervnierrninieruinneninsens Rpl10.786.681.166,27

Selisih KUramng...coccoceeevcsosecss Rp(31.768.845.851,00)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp (41.210.550,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan. Rp 1 1.541.210.550,00
b. RealiSasi ...ueeeevvreerineiiiiiiiienrinnanees Rp 11.500.000.000,00
Selisih KUrang.......ccceevceseeees Rp (41.210.550,00)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Ariggaran Lebih sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal ............ Rp 90.786.681.166,27
b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA) ................ Rp 119.289.789.356,01
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir .......... Rp 119.289.789.356,01
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31
Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah 88eL ssmesmmanerrssvns yevers Rp 1.872.406.135.190,00
b. Jumlah kewajiban ......... e S Rp 7.450.514.191,43
c. Jumlah ekuitas dana ..................en. Rp 1.864.955.620.998,57

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO e oo Rp1.169.000.653.402,30
B BEBARL s s e ssvssmmmsmvsnes sosemss Rp1.011.875.755.441,00
c. Surplus/ defisit dari kegiatan

Operasional ;..u: ssus wuss sansmasssnsvusas Rp 157.124.897.961,30
d. Surplus/ defisit dari kegiatan non

operasional .........ccovviiiiiiniiiiiiin Rp 577.058.836,00
e. Surplus/ defisit sebelum pos luar

o 1 1 (U Rp 156.547.839.125,30

f.  Surplus/ defisit dari pos luar biasa Rp (796.720.000,00)
g. Surplus/ Defisit -LO Rp 155.751.119.125,30



M——MM’ - . ,

| de i :

|I | Laporan Arus Kas sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 1%‘ay‘as (1)
| huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2015 adalah sebagai berikut: i e :

p:

oy
'«

Rp 90.791.385.711,27

~a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015

| b, Arus kas dari aktivitas operasi..... Rp 258.791.414.571,15

" ¢. Arus kas dari aktivitas investasi ... Rp(230.288.306.381,41)

' d. Arus kas dari aktivitas pendanaan  Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp (1.535.568,00)

~ f.  Saldo kas akhir per 31 Desember

' FOLE: ..cwssseias D Rp 119.292.958.333,01

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal .....oieciinieriniaiinnnini Rp1.690.743.814.651,10

b. Surplus / defisit = LO ....oovviiiiiinens Rp 155.751.119,125,30

c. Koreksi ekuitas lainnya ................ Rp 18.460.687.222,17

d. Ekuitas ARBIF oo semsses ssnsmmsmon s yase Rp1.864.955.620.998,57
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat
(1) huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiranl : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan  daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran 1.5 : Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
dan Jabatan;

Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

. asset tetap daerah;

Lampiran 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

asset lainnya;




w diselesaikan sampa1 akhir tahun dan
! | dianggarkan kembah dalam tahun anggaran
berikutnya; * | ; d

Lampiran I.11: Daftar Pencairan Dana Cadangan Daerah dan
Lampiran 1.12: Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah
! 'b. LampiranIl : Neraca;
c. LampiranIll : Laporan arus kas;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
| e Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leb1h
o f

g

Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas; dan
Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
layat (2) terdiri dari :
a. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
‘ Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Tapanuli Utara menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 sebagai rincian lebih lanjut
mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal (9 -08 -20/(

BUPATI TAPANULI UTARA,
dto

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal ¢ -o8~- 2016

‘ //S RETARIS DAERAH,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
»FAHUN 2016 NOMOR ©/ -




